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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri Medan Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn, maka 

simpulan yang dapat diambil sesuai dengan rumusan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berstatus 

Aparatur Sipil Negara dalam putusan tersebut secara yuridis telah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 3 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat 

dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan fakta 

persidangan dan alat bukti yang sah. Hakim menjatuhkan pidana penjara, 

pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, 

sehingga secara normatif penerapan pidana telah mengikuti kerangka 

hukum yang berlaku. 

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana menunjukkan adanya 

penggunaan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, yang meliputi penilaian 

terhadap fakta hukum, alat bukti, pemenuhan unsur pasal, perbandingan 

antara tuntutan penuntut umum dan amar putusan, serta hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan. Namun demikian, dari perspektif tujuan 

pemidanaan, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efek 

jera yang optimal faktor pemberat yang dominan dalam penentuan berat 

ringannya pidana. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Kepada hakim, dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana 

korupsi yang berstatus Aparatur Sipil Negara, sebaiknya memberikan 

penekanan yang lebih besar terhadap penyalahgunaan kewenangan jabatan 

sebagai faktor pemberat pidana, sehingga tujuan pemidanaan, khususnya 

efek jera dan pencegahan, dapat tercapai secara optimal. 

2. Kepada penuntut umum, dalam menyusun tuntutan perkara korupsi yang 

melibatkan ASN, perlu menekankan aspek kedudukan jabatan dan dampak 

perbuatan terhadap keuangan negara serta pelayanan publik, agar tuntutan 

pidana yang diajukan dapat mencerminkan tingkat kesalahan terdakwa 

secara proporsional. 

3. Kepada pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan, perlu mendorong 

penerapan pidana tambahan secara lebih optimal, khususnya dalam bentuk 

pembayaran uang pengganti, guna memastikan pemulihan kerugian negara 

dan memperkuat fungsi preventif dalam pemberantasan tindak pidana 

korupsi. 
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